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BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
TATA CARA PENTLAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MIUARA ENTM
Menimbang Babrwen dalam Tangka pelaksatniann ketentitan pasal 2 avat (2)
Keputusan Menteri Dalam Negerli Nomor 4 Tahun 9000
tentang  Pedoman Pembentukan Kecamatan maka pariu
ditetapltan Tata  Car Penilaian Pembentukan Kecameatan
dalam Kabupaten Miara Pnim ;
bahwa berdasarkan perts mbangan schagaimana dimalesud
huruf a perhy menctapkan Heputusan Bupati Mnama Fpim
lentang Tata Cara Pendlajan Pembentolan Kecamatan dalam
Kabupaten Muars, Enim,
Mengingat Undang-undang Republik Indomesia Nomor 28 Tahun 1959

tenlang Pembentultan Dasrah Tinghat I dan RKotapraja i
Sumatera Selatsn | Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1959 Namor #3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1891 1

Undang-undang Republik Indonesis Nomor 22 Tahun 1999
entang Pemerintahan Daergh ( Lembaran Negara Repuhlile

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambhahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3839 )

- Undang-undang Republil Indonesia Nomor 25 Tahun 1999

fentang Perimbangan Kenangan antarm Pemerintah Pusat dan
Dacral | Lembaran Nepara Republik Indopesia Tahun 19499
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik indoriesis
Nomor 3848 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanpan
Fropinsi sehagai Daerah Otonom [Lembasran Negar Repuhlik
Indonesia Tabun 2000 Nomor 54, Tambalan Lembaran
Negara Nomor 3952
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<. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

165 ) ;
6, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1999 Tentang Teknik Penyusunan Pernndang-undangan dan
bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Dacrah Kabupaten Muara Fnim Nomor 292 Tahun
2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan.

MEMUTUSEAN :

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG TATA CARA

PENILAIAN PEMBENTUKAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN
MUARA ENTM

BAD I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :
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. Daerah adalah Kabupaten Mudra Enim |

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
.Bupati adalab Bupati Muarm Enim ;

-hecamatan adalah wilayah Kerja Camat schagai perangkat Daerah

Kabupaten Musara Endm ;

-Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

kabupaten Muara Enim di bawah Kecamatan ;

- Desa adalah Kesatnan Masyarakat Hulum yang memiliki kewensangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang i akui dalam
sistcm Pemerintahan Nasional .
RARB I
PERBYARATAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

Pembentukan — Kecamatan  harus  memenuhi persyaratan-
pereEyaratan

e Jumlah ...
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a. Jumlah Penduduk minimal 7.500 jiwa ;

b. Jumlah Desa / Kelurahan minimal 4 Desaf Kelurahan.,
c. Lnas wilayah minimal 10 Km*?

Pazal 3

Pembentukan Kecamatan selain hams memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 [ dua ) harus didukung :

a, Sarana dan Prasarana Umum:
b.Sarana Kesehatan |
c. Sarana Pendidikan ;
BAEB I
KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan kriteria  penilaian
angka Kredit 100 [ seratua ) dengan perincian sebagai berikout

a. Jumlah Pendudulk : = gkor 30
b, Jumlah desa | Kelurahan = gkor 25
¢, Luas Wilayah = gkor 25
d. Sarana dan Prasarana Umum = skor 9
e. Sarana Kescehatan =sloor 3
f. Sarana Pendidilkan = glor 8
Pasal 5

Perincian anglka Kredit Penilaian adalah sebagai berikut :
a,  Jumlah Penduduk

1} 7.500 - 15,000 orang = gkor 12
2} 15.001 - 20,000 orang = skor 20
3) 20,001 - 25.000 orang = gkot 25
4} lehih dari 25.000 orang = gkor 30

b. Jumlah Desa [ Kelurahan

1} 4 -6 . DesafKelurahan = gleor 10
2) 7 -10 DesafRelurahan = gkor 15
3) 11 - 13 DesafKelurahan = gkor 20}
4] lebih 13 Desaf Kelurahan = skor 25
¢, Lunas wilayah .
1y 10 - 20 Km® = skor 10
2) 21 - 25 Km*® = gkor 15
3) 26 - 30 Km* = skor 20
4} lehih dari 30 Km? = shor 25
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d. Sarana dan prasarana Umum

1} Layanan air bersih (ada = 2, tidak ada = )]
2) Sarana listrik {ada = 2 ; tidak ada = 0]
3) Pos dan Telekomunikasi {ada = 2 ; tidak ada = D)
4} Pasar (ada = 1 ; tidak ada = 0)
3} Anglkutan 1mum : (ada = 2 ; tidak ada = 0)
e, Sarana Kesehatan
1} Puskesmas (ada = 2 ;tidak ada = 0
2) Puskesmas Pembanitu {ada = 1; tidak ada = 0)
f Sarana Pendidikan
1} SD/MI
- jumlah 1 -7 =gkorl
- jumlah lebih dari 7 = skor 2
2} SLTP/MTS
- jumlah 1 = akor 1
- jumlah lebih dari 1 = alor 2
3} SLTA/Madrasah Aliyah
- jumlah I = skor 3
- jumlah lebih dari 1 = skor 4
Pasal 6

Angka Kredit penilaian yang harus dicapai untuk ditetapkan sebagai
Kecamatan minimal berjumlal 75 ( tujub pulub lima ).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Hal —hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengena

pelaksanaannya akan ditetapkan tersendin oleh Bupati

Pasal B

Keputusan ini mulei berlaku pada tanggal diundangkan.
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- Agar supays setiap orang dapat mengetabuinya, memerintahlonn

Pengundangan Keputusan ini dengan penempatdnn

Daerah Kabupaten Muara Endm,

Ditetaplian di
pada tanggal

Diundanglkan ili

pads tangyal 30 Appil 2001
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